Menimbang

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-7/DPRD/7/2025
TENTANG

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

Mengingat

unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki
peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan
efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas,
wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 186 Ayat (1), dan Pasal 199
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka Perlu Menetapkan
Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tentang Tata Tertib DPRD;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

T,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah
menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Rapat Paripurna ke — 22 Masa Sidang III Hari Selasa,
22 Juli 2025, Tentang Laporan Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Persetujuan
DPRD Terhadap Usulan Perubahan Atas Peraturan
DPRD Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor
1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib DPRD Kutai
Kartanegara.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini di bebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun.



B

KETIGA . Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 22 Juni 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATE KARTANEGARA,

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.
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